
 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 2 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban APBD 
kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4934); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006  tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

 

 

 

 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6278); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 

 

 



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 541); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 1744); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang  Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

 

 



39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat Nomor 74); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 12). 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun  Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 80); 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

dan 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 

ANGGARAN 2019. 
 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; 
e. laporan arus kas 

f. neraca; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah 

perusahaan daerah. 
 

 

 

 



Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 

a. pendapatan Rp. 946.904.183.516,40.-   

b. belanja Rp. 958.598.521.942,04.-   

 Surplus defisit   Rp. (11.694.338.425,64).- 

c. pembiayaan 

 1. penerimaan  Rp.   69.893.740.482,26.-   

 2. pengeluaran Rp.   3.363.769.793,00.-   

  Pembiayaan net   Rp. 66.529.970.689,26.- 

 
Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 

a. selisih     anggaran     dengan     realisasi     pendapatan     sejumlah      
Rp. (15.135.032.865,40).- dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.    931.769.150.651,00.- 

2. realisasi Rp.  946.904.183.516,40.- 

  selisih lebih/(kurang) Rp.      (15.135.032.865,40).- 

 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 121.391.990.498,96.- dengan 
rincian  sebagai berikut: 
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.079.990.512.441,00.- 

2. realisasi Rp. 958.598.521.942,04.- 

  selisih lebih/(kurang) Rp.     121.391.990.498,96.- 

 
c. selisih   anggaran     dengan     realisasi     surplus/defisit     sejumlah     

Rp. (136.527.023.364,36).- dengan rincian sebagai berikut:  
1. surplus belanja setelah perubahan Rp. (148.221.361.790,00.-) 

2. realisasi Rp. (11.694.338.425,64.-) 

  selisih lebih/(kurang) Rp. (136.527.023.364,36).- 

 
d. selisih  anggaran  dengan  realisasi  penerimaan  pembiayaan   sejumlah 

Rp 84.555.160.837,74.- dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 154.448.901.320,00.- 

2. realisasi Rp. 69.893.740.482,26.- 

  selisih lebih/(kurang) Rp. 84.555.160.837,74.- 

 
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah                              

Rp. 2.863.769.737,00.- dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran pengeluaran setelah 

perubahan 

Rp. 6.227.539.530,00.- 

2. realisasi Rp. 3.363.769.793,00.- 

  selisih lebih/(kurang) Rp. 2.863.769.737,00.- 

 

f. selisih   anggaran    dengan    realisasi    pembiayaan    neto   sejumlah   
Rp. 81.691.391.100,74.- dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pembiyaan setelah perubahan Rp. 148.221.361.790,00.- 

2. realisasi Rp. 66.529.970.689,26.- 

  selisih lebih/(kurang) Rp. 81.691.391.100,74.- 

 



Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 
2019 sebagai berikut : 

a. jumlah aset Rp. 2.397.292.274.914,58,- 

b. jumlah kewajiban Rp. 100.890.868.294,34,- 

c. jumlah ekuitas dana Rp. 2.296.401.406.620,24,- 

 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun 
yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut  : 

a. saldo kas awal per 1 januari 2019 Rp. 25.490.768.770,26,- 

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 258.220.440.769,90,- 

c. arus kas dari aktivitas investasi aset non-
keuangan 

Rp. (269.914.779.195,54,-) 

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 45.085.403.222,00,- 

e. arus kas dari aktivitas investasi aset non-
anggaran 

Rp. (3.506.531.321,23,-) 

f. saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp. 55.297.403.156,71,- 

 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun 

anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi menurut urusan 
pemerintahan dearah dan organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 
dan pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, 

program dan kegiatan; 
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah 

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. Lampiran III : Laporan operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas; 

e. Lampiran V : Laporan arus kas; 

f. Lampiran VI : Neraca; 

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 



n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan 

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam 
Tahun Anggaran Berikutnya; 

t. Lampiran XX : Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Tiyuh. 

 
Pasal 8 

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 
adalah laporan Kinerja yang tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah 
ini. 

 
Pasal 9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.  
 

Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal 26 Agustus 2020 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

   
 

  dto. 
 
 

UMAR AHMAD 
 

 
Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal 26 Agustus 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 
 

dto. 
 

HERWAN SAHRI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 

NOMOR 133 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG : 02/1023/TBB/2020 


